PEMANFAATAN TIK
DALAM PENANGANAN PERKARA
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi



AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

E B

I

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpel.mkri.id)

Click MK




PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi
di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu
upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan
Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK
melalui administrasi lembaga peradilan yang
modern dan terpercaya”.




Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem
kerja berbasis ICT (information, communication,
and technology), memiliki mindset dan cultureset
yang maju termasuk di dalamnya committed pada
ICT (integrity, clean, and trustworthy).

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan mindset maju; dan
3. Peradilan dengan cultureset yang memajukan.




PENGERTIAN ICT?
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JARINGAN / KONEKSI INTERNET

Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional

Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal

~
24H
~
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Dukungan 24/7 dari CNI untuk
keberlangsungan jaringan
dan koneksi di MK

Support instalasi jaringan

Menggunakan IP Transit agar koneksi
Always ON. Memiliki fitur untuk
memilih best path sehingga akses
website menjadi lebih cepat.




SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PALOALTO (FIREWALL) | ANTI DDOS

' Sebagai pintu pertama pencegahan 3  Perangkat pencegah serangan DDOS yang
serangan ke dalam sistem jaringan // menyebabkan high traffic pada Bandwidth

IRON PORT (EMAIL SECURITY) MIRRORING SERVER
2 ‘ . . . Sistem back up server, untuk antisipasi apabila
/1 Alat pengecekan dan filtering email MK Server utama down dapat segera digantikan
-~ Terhadap Malware, Virus, Spam dll

Fungsinya oleh server backup
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SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Web Application Firewall
) Untuk melindungi serangan - serangan dari
= sisi aplikasi.
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/7 \ / Honeypot
/ Bekerja sama \ @ Sistem yang sengaja dijadikan sebagai
umpan untuk penyerang, agar penyerang
dengan \ / tidak dapat masuk ke dalam jaringan

( B S S N I sebenarnya.

\ Salarm hal /\ [9] Sekurity Monitoring (IDS)

\ pengamanan / Berfungsi untuk memonitoring serangan
AN / \ dari luar dan dalam.
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PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (offline) atau
secara daring (online). Dalam hal persidangan secara daring tidak
dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan
yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan
diselenggarakan secara daring (online).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi
yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno
dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video
conference) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan
para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan
berkomunikasi dalam jaringan persidangan




PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

a. Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara
daring (online).

b. Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.

c. Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara
daring (online), disebabkan persidangan secara luring
(offline) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.

d. Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan
keadilan.

KEHADIRAN:
Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk

umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (offline) dan para
pihak secara daring (online) dan/atau secara luring (offline)




PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet

2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media
elektronik yang digunakan

3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat
elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan
suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk
kepentingan Persidangan Jarak Jauh

4) Menggunakan latar belakang yang sepantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di
Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu
oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.




PERSIDANGAN ONLINE
PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau
dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat
pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud
harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya
dikirimkan secara daring (online) atau media media elektronik
lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh
disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi,
dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan
dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL

PERSIDANGAN
ONLINE
MENGGUNAKAN

Z00M

You([T)

Diakses melalui
Youtube Mahkamah 4= = = = = 1
Konstitusi L

PERSIDANGAN
SECARA LIVE
STREAMING Dl
KANAL YOUTUBE
DAN WEBSITE MK

MKRI.ID \ ,

Live Streaming 4= = = = =

Diakses melalui

Website Mahkamah
Konstitusi




PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM) I

TAHAP PERSIAPAN

IT membuat link zoom sesuai jadwal
persidangan dari Kepaniteraan

Z
oom Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada
@ para pihak minimal satu hari sebelum
persidangan




ALUR PERSIDANGAN ONLINE I

Para pihak Menyiapkan device
(laptop/smartphone/tab) kemudian join zoom
melalui link yang sudah dikirimkan sehari

sebelumnya

Para pihak menunggu Host/Co-
Host melakukan admit (approve)
di waiting room

Host/Co-Host melakukan admit (approve)
akun zoom para pihak sesuai daftar yang
diberikan Juru Panggil




serlah d admi (approve para phl nerada pac MaimRoom tRezng siang 11111

Kemudian akan dilakukan test Audio dan Video kepada seluruh para pihak,

serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu Format Nama, Pakaian, dll.

Waiting Room

Ruang Sidang Panel




Selanjutnya di dalam Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim

melakukan proses persidangan




SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM
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PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE)
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI
DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA




1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Kampus B JI. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur

2 Fakultas Hukum Universitas Andalas Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat

3 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Kampus Terpadu, Balunijuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4 Fakultas Hukum Universitas Batam JI. Abulyatama no 5 Batam Center

5 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A

6 Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan JI. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123

7 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya JI. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur

8 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih JL. Pendidikan Il - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura

9  |Fakultas Hukum Universitas Diponegoro JI. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10 |Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus UGM, JI. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta

11  |Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kampus Hijau Bumi Tridharma JI. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12  |Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin JI. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea

13 |Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kampus Baru Ul, Depok 16424 Jawa Barat

14  |Fakultas Hukum Universitas Jambi Kampus Pinang Masak JI. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361

15 |Fakultas Hukum Universitas Jember JI. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur

16  |Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122

17  |Fakultas Hukum Universitas Khairun JI. Jusuf Abdurahman Kampus Il Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719

18 |Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat JI. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan

19 |Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145

20 |Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Komplek Kampus Bukit Indah, JI. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21  |Fakultas Hukum Universitas Mataram Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat

22  |Fakultas Hukum Universitas Mulawarman JI. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119

23  |Fakultas Hukum Universitas Musamus Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611

24 |Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo JI. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo

25  |Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana JI. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
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Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
Fakultas Hukum Universitas Pattimura
Fakultas Hukum Universitas Riau

Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Universitas Al Asyariah Mandar

Universitas Papua

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

Fakultas Hukum Universitas Gorontalo

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
Univ. Islam Negeri Maulana Malik

Nagari Pasie Laweh

Desa Balla' Barakkaka ri Galesong

Desa Bangbang

JI. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
JI. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363

Kampus UNPAR Tunjung Nyaho JI. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah

JI. Halmahera KM.1 - Kota Tegal

Jin. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon

Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau

Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115

JI. Ir. Sutami NO.36 A, Kentingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126

FH UNSRI Palembang, JI. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang

JI. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)

Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
JI.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
Kampus Bumi Tadulako, JI. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
JI. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
JI. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura

JI. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali

JI. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat,
91315

JI. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314

JI. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
JI. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118

JI. Abdul Wahab (Eks. JIn. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211

JI. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584

JI. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
JI. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511

JI. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

JI.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbatan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat,
Kode Pos : 26151

Baruga Appaka Sulapa’ di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten

I

Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM

Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja

I



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS VIDEO CONFERENCE
PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International

I



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI
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. B Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI
Sejarah llerbentuknya Mahkamah Konstit...

43,920 views * 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indenesia dibentuk pada 13
Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

YouTube Premium » % D00/1658
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https://studic.youtube.com/channel/UCX-BUmNS7ILAvqkI5LFgxww/editing/images num: Dr. Suhartoyo.,




PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi
melalui media elektronik (Permohonan Elektronik / Electronic
Filing), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima
setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem

komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (electronic filing), selanjutnya disebut
permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang
memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan
permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik
tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”




PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):
Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:
a. Secara Luring (offline) atau;

b.  Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat
diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan
secara daring (online).




SIMPEL.MKRI.ID

(SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)

SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah
Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan
permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para
pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk
mengajukan permohonan elektronik secara online

(permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

“Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik,
selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi
manajemen penerimaan permohonan perkara secara

elektronik”

A eees




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online (simple.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis
web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika),
sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simple.mkri.id,

maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem

komputer Mahkamah Konstitusi.




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

% Mahkamah Konstitusi RI Tentang S

W‘m’u AT

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik B |sssss SRS

Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL,
terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

¥ Mahkamah Konstitusi RI entang Simpel Panduan Aplikasi

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Rudi Kurniawan
081802622346

kurniawan.rudis0@gmail.com

15!

Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol “Register”
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

= M Gmail Q, Telusuri email E
<« o i o ¢ o ® 1dari4058 < > v B
I- Tulis
~
Aktivasi User SIMPEL D kotak Masuk & @
0 Kotak Masuk 2
% Berbintang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <noreply@mkri.id> 2131 (0 menityang lalu) Yy 4
o Ditunda kepada saya ¥
Selamat anda telah terdaftar pada aplikasi SIMPEL Mahkamah Konstitusi
» Penting 3
Republik Indonesia
> Terkirim
Usemame = kurniawan.rudig0@gmail com
B Draf
» B  Kategori Klik link dibawah ini untuk mengaktivasikan User Anda : +
® password https:#simpel.mkri.id/aktivasilbc1eaa02b5cf083e505dc32adeTbaSe28d12e4159c838997 3d91c2cfcf32111cd80f3acc2ba9fe5cid5b659ad 37 70c87ad243a64286dccde0150ea
11fc66e4duOH|8FV7s1DbuBgNAZZVuUc1SDQWGMIWMRI.LBAIdr3oYrChKéwSaY 5qOKTEN1)V/1626921103
B Pribadi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia_
Meet

W Rapat baru

B3  Gabung ke rapat 4 Balas = Teruskan

Hangout

QRudi v +

() Hangout Kosong
2 9 5 v

Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online //////////////////////

SIMPEL = A A RudiKumiawan

Profile edn & Dusrioand

& Profile User

Setelah login untuk pertama kali user
0 akan diarahkan ke halaman profil

—— untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka

langkah selanjutnya untuk pengajuan

permohonan baru dapat diakses

o]

21:33:36




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL

SIMPEL.MKRLID simpELMKRLID

Permohonan

1 0

Pengujian Undang-Undang (PUU)

Sengkata Kewenangan Lembaga
Negara (SKLN)

{8 Kalender Sidang

m 2021 Juli

Sen Sel Rab Kam Jum RN

12 3 4

9 10 M

13 14 15 16 17 18

19 (20 24 25
ﬂ 27 30 31

- sidang [l Putusan [l Keduanya
(L) Uibur

Copyright ® 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Viv @& Rudik

0

Persalisihan Hasil Pemilinan Umum
(PHPU) Presiden/Wakil Presiden

Selengkapnya ©

A

Setelah data akun atau profil selesai
maka akan diarahkan ke halaman
dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN
atau PHPU atau PHP Kepala Daerah
untuk pengajuan permohonan sesuai
jenis  permohonan yang hendak
diajukan.




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL = A% (@) Rudi Kumiawan

Rudl Kurniawan Permohonan Online puuengujian Undang-Ungang) 8 Dwstionrd > 1 Pormobonan Orbne = > Permoonan PUU

4 Permohonan Online PUU(Pen

ian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

Permohonan *

2 tan Jalan terhadap UUD 1945

Uraian Pokok Permohenan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas de

an PUU

Dokumen yg harus disiapkan:
[ KTP Pemohon (dalam format jpg)
Email Pemohon
KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
Email Kuasa *
Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
File KTA/BAS (bagi advokat) **
Permohonan (dalam format .pdf)
Permohonan (dalam format .doc/.docx)
Daftar alat bukti (dalam format .doc)
Alat/dokumen bukdi

21:34:52

** Jika menggunakan kuasa pemohon

x o

BPEBREDRO B

2 Juli 2021

@

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

Permohonan Online rpuu(pengujian Undang-Undang) @& Dashboard ~ ] Permohonan Online - » Permohonan PUU

SIMPEL

L (L) RudiKumiawan

Rudi Kurniawan Proses Pengisian Pokok Permohonan Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa Proses Upload Dokumen

©® Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit  Pokok permohonan :
(@  Contoh Pengujian Materiil Undang-undang No ... Tentang

PUU
© Data Pemohon
ol e e | Wk Emal | NemorTokpor | Nemorp | ¢ |

1 Rudi Kurniawan Depok 1234567891011121 kumiawan.rudi90@gmail.com 081802622346 r4 | ]

>

m-_m“mm—

1 Kuasa Hukum 1 Jakarta 1231231231231231 pengacara@mkriid 1 081818181818 - C’- |m

>

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara & Lanjutkan Upload Dokumen

o Kamis, 22 Juli 2021 Copyright @ 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Versi°1

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online

SIMPEL

B
o L' Rudi Kurniawan

Rudl Kurniawan Permohonan Online puuPengujian Undang-Undang) @& Dashboard ~ ) Permohonan Online - » Permahonan PUU

PUU(Pengujian Undang-Undang)

Proses Pengisian Pokok Permohanan Proses Pengisian Data Pemohan dan Kuasa Proses Upload Dokumen

# PUU
@ Berkas Permohonan

nan PUU
o o o o o S

1 Permohonan (pdf) File Permohonan (pdf) Belum di Upload

Browse... | No file selected.

2 Permohonan (doc/docx) File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload

Browse... | No file selected.

3 Surat Kuasa File Surat Kuasa Belum di Upload

Browse... | No file selected.

4 Daftar Alat / Dokumen Bukli {(doc/docx) File Daftar Alat/ Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload
Browse... | No file selected

5  Alat Bukti File Alat Bukti Belum di Upload

Browse... | No file selected

Juli 2021 < >

21:40:58 O

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Al rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait




Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online //////////////////////

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN ONLINE
Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020 E"" E
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S .E. r- ﬂ
Kuasa Pemohon .
Tanggal . 01 Oktober 2020, Pkl 13:54 E :
NO KELENGKAPAN ADA / TIDAK ADA

1 |Permohonan ADA

2 |Daftar Alat/ Dokumen Bukti ADA

3 |Alat Bukti ADA

4 |SK KPU ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)
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MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
SECARA AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN KAMVENTRTAKAIS SAE DAN
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VIB ‘SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAN KONSTITUSI

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022 M. GUNTUR HAMZAH
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LIVE STREAMING PERSIDANGAN

Sidang Pengucapan Putusan S_QLg Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Stadium General Fakultas
/ Ketetapan. Sela... 21/PUU-XX/2022. Selasa... 23/PUU-XX/2022. Senin, 20/PUU-XX/2022. Senin,... 47/PUU-XIX/2021. Senin.. Syariah IAIN Pekal...
KIRIM SURAT TANYA JAWAB WHISTLEBLOWING HUBUNGI MK MEDIA SOSIAL PENGUNJUNG

2352-9000

@

https://www.youtube.com/watch?v=nU7cDf2kf2A
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CASE TRACKING

Ml o Q cari CASE TRACKING

Jenis dokumen

() Putusa
© Putusan 12/PUU-XX/2022  Putusan

(O Anotasi

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
O lkhtisar Putusan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
(:. Risalah Perswdamgar 4, Amar putl__lsan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

Jenis perkara B Case tracking

] Sermua jenis perkara

[]ruu
[ SKLN N/PUU-XX/2022 Putusan
[] PHPU Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
] PHPUA Pemilihan Umum
4, Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
D PHPU.C 9 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022
[] PHPU.D B Case tracking
[] PHRGUB

Amar putusan
10/PUU-XX/2022  Putusan

] Semua amar putusan

[] Tidak dapat diterima Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-

[] Dikabulkan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD
[] Dikabulkan sebagian 1945
D Ditolak 4, Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.

9 Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022
T Varataman
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